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ABSTRAK 

 

 

Alharisto.  84291/2007. Aspek Pengelolaan Informasi dalam Pelayanan 

Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPMP2T) Kota Padang 

 

Untuk memenuhi hak setiap orang dalam memperoleh informasi, Badan 

Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik 

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Namun, 

pada kenyataannya pelayanan publik belum sesuai dengan sebagaimana 

mestinya.. BPMP2T pada dasarnya sudah mulai memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi.Namun, dalam kegiatan pelayanan jasa informasi 

yang dilakukan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi di BPMP2T 

belum maksimal, diantaranya dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan jasa 

informasi kepada publik. Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang (1) bagaimana Kegiatan pengelolaan pelayanan 

jasa informasi yang dilakukan BPMP2T Kota Padang (2) Faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan  informasi pelayanan publik di BPMP2T Kota 

Padang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik 

purpossive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang 

dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data 

dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data dan triangulasi.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: kegiatan 

pengelolaan informasi dalam pelayanan publik yang dilakukan BPMP2T Kota 

Padang mengutamakan hal-hal sebagai berikut: kesederhanaan, kejelasan, 

ketepatan waktu dalam pengurusan dan pelayanan, akurasi, keamanan, tanggung 

jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dan kenyamanan. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengelolaan informasi pelayanan publik di 

BPMP2T Kota Padang meliputi penggunaan media, SDM, pelayanan keliling 

serta ketepatan waktu sesuai dengan SOP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.Memperoleh 

informasi juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Dalam Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa 

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Dengan adanya hak untuk memperoleh informasi tersebut menuntut 

wacana yang lebih luas mengenai perlunya keterbukaan informasi publik 

dalam penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan 

salah satu cara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini 

sesuai dengan asas penyelenggaraan negara, yaitu asas keterbukaan. Dalam 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme pasal 3 Angka 

4 pada bahagian penjelasan, dijelaskan bahwa:  

“yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan 

dan rahasia negara”.  

 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh 
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Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Keberadaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan 

dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) 

kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan 

Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan 

cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; 

(4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan 

pelayanan informasi. 

Untuk memenuhi hak setiap orang dalam memperoleh informasi, 

Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan 

Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan 

cara sederhana. Dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang 

dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, 

dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, atau organisasi nonpemertintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, 

dan/atau luar negeri. Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 

tentang Kewajiban Badan Publik disebutkan bahwa: 
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1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau 

menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah 

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain 

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 

2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, 

benar, dan tidak menyesatkan. 

3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem 

informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik 

secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 

4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap 

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas 

Informasi Publik. 

5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain 

memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

pertahanan dan keamanan negara. 

6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan 

sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. 

 

Dengan adanya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi ini serta adanya kewajiban Badan Publik dalam 

menyediakan, memberi dan/atau menerbitkan informasi sebagai bentuk 

pemenuhan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi, diharapkan 

pemerintah mampu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efesien, 

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Terbukanya akses publik 

terhadap informasi diharapkan mampu menciptakan Badan Publik yang lebih  

bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Selain 

itu juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi 

di Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 

Kemajuan teknologi informasi juga merupakan solusi dalam 

memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. 
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Keterpaduan sistem pemerintahan melalui jaringan informasi on-line, perlu 

terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga 

memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang 

dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman. Dengan 

adanya Akses yang mudah terhadap informasi diharapkan dapat memenuhi 

hak dan kebutuhan dasar masyarakat sehingga terwujud pelayanan yang baik 

dan optimal terkait dengan hak masyarakat dalam memperoleh informasi. 

Akses yang mudah terhadap informasi pelayanan publik ditentukan oleh 

tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau 

oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan 

informasi yang ada. 

Dalam menyediakan informasi, Badan Publik harus membangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola 

Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan 

mudah. Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dijelaskan bahwa Sistem Informasi Publik yang selanjutnya disebut 

Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan 

pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari 

penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan 

latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta 

disajikan secara manual maupun elektronik. Sistem informasi sebagai sarana 

pendukung dalam pemenuhan kebutuhan akan informasi diselenggarakan 

secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.  
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Dalam Pasal 23  ayat 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola 

sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non 

elektronik, sekurang-kurangnya meliputi: (a) profil penyelenggara; (b) profil 

pelaksanan; (c) standar pelayanan; (d) maklumat pelayanan; (e) pengelolaan 

pengaduan; dan (f) penilaian kinerja. Penyelenggara berkewajiban 

menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 

masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. 

Selain itu, dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa organisasi penyelenggara 

berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan 

pembentukan sekurang – kurangnya meliputi: (a) pelaksanaan pelayanan; (b) 

pengelolaan pengaduan masyarakat; (c) pengelolaan informasi; (d) 

pengawasan internal; (e) penyuluhan kepada masyarakat; dan (f) pelayanan 

konsultasi. Namun, pada kenyataannya pelayanan publik belum sesuai dengan 

sebagaimana mestinya. Pelaksanaan layanan jasa informasi pada pelayanan 

publik sering kali tidak berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan 

landasan hukum dan amanat Undang Undang yang ada, mulai dari kurangnya 

fasilitas, SDM  yang belum memadai, akses yang lambat dalam memperoleh 

informasi, dan berbagai hal terkait dengan layanan informasi sehingga 

menyebabkan terjadinya pelayanan yang buruk.  

Pelaksanaan layanan informasi yang biasa dilakukan sebuah lembaga 

pelayanan publik kurang terkelola dan tidak tersistem dengan baik. Dimulai 
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dari ketidak profesionalan petugas, manajemen pelayanan mutu yang tidak 

jelas sampai pada banyaknya keluhan dalam berurusan dengan lembaga yang 

terkait.Selain itu, masyarakat juga sering mengeluhkan tentang prosedur 

pelayanan yang berbelit-belit dan disiplin waktu/waktu pelayanan yang lama 

karena terkadang waktu pelayanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh 

petugas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan lembaga pelayanan belum 

mempunyai standar manajemen pelayanan mutu yang jelas dan tersistematis 

yang bisa digunakan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain 

itu masyarakat masih sulit mengakses informasi karena pengelolaan informasi 

yang kurang jelas, dan minimnya ketersediaan media informasi seperti brosur 

terkait dengan lembaga pelayanan. Hal ini mengakibatkan kurangnya 

informasi yang diperoleh oleh masyarakat terkait dengan layanan jasa 

informasi pada lembaga pelayanan publik. 

Beberapa studi menunjukan bahwa akar permasalahan yang 

menyebabkan buruknya kinerja pelayanan publik adalah prosedur yang 

berbelit-belit dan tidak transparan serta tidak akuntabel (Ratminto: 205). 

Berdasarkan data pada media massa (pada situs padang ekspress, 5 November 

2013) pelayanan publik menjadi masalah karena pengurusannya masih 

berbelit-belit dan melibatkan banyak institusi sehingga banyak keluhan dari 

masyarakat terkait pelayan perizinan di Kantor Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) karena proses legalisasi lebih lama 

dari standar pelayanan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh penulis pada tanggal 21 April 2014, diketahui bahwa pelayanan publik di 
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Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) kota 

Padang masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan masih terdapatnya keluhan-keluhan masyarakat terkait 

penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan prosedur pelayanan dan 

komitmen terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal terutama dalam 

hal lama proses perizinan. Prosedur pelayanan masih dianggap 

membingungkan, lama proses pengurusan izin yang dipampang tidak sesuai 

dengan realita di lapangan. Selain itu kurang jelasnya informasi pelayanan 

juga menjadi salah satu permasalahan pada pemanfaatan dan pengelolaan 

informasi di BPMP2T. 

Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi di BPMP2T 

belum terlaksana dengan optimal. Pesatnya perkembangan teknologi 

telekomunikasi dan informasi saat ini seharusnya dapat membantu BPMP2T 

dalam menyediakan informasi bagi pengguna pelayanan sehingga mudah 

diakses. Seperti pemanfaatan layanan sms dan internet. Beberapa instansi 

pemerintah yang bergerak di bidang yang sama telah mulai memanfaatkan 

teknologi telekomunikasi dan informasi guna memberikan akses yang mudah 

kepada masyarakat, salah satunya badan perizinan Kota Malang. Melalui situs 

resmi yang dimimiliki oleh badan perizinan kita dapat melihat bagaimana 

keseriusan badan perizinan kota malang dalam menjalankan tugasnya. Tidak 

hanya melalui internet masyarakat juga dapat menikmati pelayanan melalui 

jasa telekomunikasi seperti sms. 
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BPMP2T pada dasarnya sudah mulai memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi. Namun, dalam kegiatan pelayanan jasa 

informasi yang dilakukan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan 

informasi di BPMP2T belum maksimal, diantaranya dalam melakukan 

pengelolaan dan pelayanan jasa informasi kepada publik. Oleh karena itu, 

penulis tertarik melakukan penelitian dibidang layanan jasa informasi di 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) 

dengan judul “Pengelolaan Informasi dalam Pelayanan Publik di Badan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota 

Padang”. 

 

B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah 

yang teridentifikasi dalam proposal penelitian ini adalah: 

a. Pelaksanaan layanan jasa informasi di BPMP2T belum berjalan 

dengan baik dan belum sesuai dengan landasan hukum dan amanat 

Undang Undang yang ada. 

b. SDM  yang mengelola jasa informasi di BPMP2T belum memadai, 

c. Akses dalam memperoleh informasi di BPMP2T masih lambat, 

d. Pelaksanaan layanan informasi di BPMP2T yang kurang terkelola 

dengan baik. 

e. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan jasa informasi yang dilakukan 

BPMP2T belum maksimal 



 9 

2. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah di atas, masalah penelitian ini dibatasi pada 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa informasi yang dilakukan 

BPMP2T Kota Padang 

b. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan informasi pelayanan publik di 

BPMP2T Kota Padang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah kegiatan pengelolaan pelayanan jasa informasi yang 

dilakukan BPMP2T Kota Padang? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi pengelolaan informasi pelayanan 

publik di BPMP2T Kota Padang? 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini terfokus dan tidak mengambang karena mengingat 

keterbatasan kemampuan dari penulis, serta untuk mempertajam pembahasan, 

maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan, 

serta faktor yang mempengaruhi pengelolaan informasi pelayanan publik di 

BPMP2T Kota Padang. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan 

diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kegiatan pengelolaan pelayanan publik di BPMP2T 

Kota Padang. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pengelolaan informasi pelayanan publik di BPMP2T Kota Padang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan 

manajemen pelayanan publik, terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk Pemerintah Daerah 

Kota Padang dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, sehingga dapat 

memberikan kenyamanan dan keteraturan dalam masyarakat.   

3. Bagi peneliti sendiri sebagai acuan sekaligus penerapan ilmu yang telah 

peneliti peroleh selama perkuliahan. 


